BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Pihak adat telah menetapkan bahwa sebuah perkawinan harus didahului dengan
mulang/maling serta harus membayar Pisuke ketentuan ini mengharuskan
setiap warga masyarakat Kelurahan Tiwu Galih tunduk dan patuh terhadap
ketentuan adat tersebut, karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan
tersebut akan dikenakan sanksi dan pernikahannya tersebut tidak mendapatkan
pengakuan sosial, sebelum adanya kesepakatan terkait Pisuke maka pernikahan
secara agama belum bisa dilakukan.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pisuke dalam perkawinan

adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih adalah:

a. Tradisi Pisuke ditinjau dari segi makna atau tujuannya, dimana dengan
ditetapkannya Pisuke ini para laki-laki tidak menganggap remeh suatu
perkawinan, tidak menjadikan sutau perkawinan sebagai permainan yang
dengan mudah melakukan perkawinan ataupun perceraian sekehendak

hatinya, maka tradisi Pisuke termasuk dalam kategori ‘urf'sahih (sah).
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b. Tradisi Pisuke ini ditinjau dari segi aspek serta akibat hukum dan sanksi
yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketetapan

tentang Pisuke ini, maka tradisi Pisuke ini termasuk dalam kategori ‘urf

fasid (rusak).

B. Saran

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam
melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan aspek ketentuan adat
semata, namun yang lebih penting dan harus diutamakan adalah ketentuan agama,
karena yang menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah adalah terlaksananya
rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama.

Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya
memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa Pisuke ini bukanlah sebagai sebuah
penentu keabsahan atau syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga yang tidak

mampu membayar tidak dikucilkan dimasyarakat.



